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Abstrak

Penelitian ini mengkaji model manajemen perencanaan terpadu pada Pelabuhan
Penyeberangan di Kota Baubau sebagai strategi untuk mendukung pemerataan
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional.. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif sebagai desain penelitian, dengan p.elaksanaan penelitian
dilakukan di Kota Baubau dengan Pelabuhan Penyeberangan Baubau sebagai objek
kajian utama dari Bulan November - Desember 2025. Hasil penelitian menyimpulkan
bahwa Manajemen perencanaan Pelabuhan Penyeberangan Kota Baubau masih
menghadapi kendala utama berupa pendekatan sektoral dan lemahnya integrasi
kebijakan lintas sektor yang berdampak pada efektivitas pengelolaan pelabuhan.
Meskipun demikian, pelabuhan memiliki peran strategis dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas regional, memperluas aktivitas
ekonomi lokal, dan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.

Kata Kunci: Ekonomi Regional, Manajemen, Pelabuhan, Pelabuhan ,Pemerataan
Pembangunan
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Abstract

This study examines the integrated planning management model at the Ferry Port in
Baubau City as a strategy to support equitable development and regional economic
growth. This study used a qualitative approach as its research design, with the research
conducted in Baubau City, with the Baubau Ferry Port as the primary object of study
from November to December 2025. The study concluded that the planning management
of the Baubau City Ferry Port still faces major obstacles in the form of a sectoral
approach and weak cross-sectoral policy integration, which impacts the effectiveness of
port management. Nevertheless, ports play a strategic role in driving economic growth,
strengthening regional connectivity, expanding local economic activity, and accelerating
equitable development in the archipelago.

Key Words: Regional Economy, Management, Ports, Ferry Ports, Equitable
Development

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan utama untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Hado et al., 2024a; Hasina & Satyadharma,
2023; Usman, 2020). Syukriyanto (2021) menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan
pemerintah memiliki peran vital dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
kemajuan negara.

Pembangunan yang dilakukan secara berencana dipandang sebagai usaha rasional dan
sistematis dalam mendorong transformasi masyarakat menuju kondisi kehidupan yang lebih
maju (Suaib, 2023; Subandi, 2011). Sejalan dengan itu, Siagian (2012) menyatakan bahwa
pembangunan merupakan upaya sadar suatu bangsa dan negara dalam mencapai tujuan
nasional melalui pertumbuhan dan perubahan terencana menuju masyarakat modern. Dalam
perspektif ekonomi pembangunan, Todaro (2009) mengemukakan bahwa tujuan inti
pembangunan mencakup peningkatan ketersediaan kebutuhan dasar, peningkatan standar
hidup, dan perluasan pilihan ekonomi serta sosial masyarakat. Ketiga tujuan tersebut tidak
dapat dicapai tanpa tersedianya infrastruktur yang memadai sebagai fondasi utama aktivitas
ekonomi dan sosial.

Prasetyo & Firdaus (2009) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peran
penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menurunkan
tingkat kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa
infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas fisik, tetapi juga sebagai katalisator
pembangunan sosial dan ekonomi daerah (Annisa et al,, 2025; Hado et al., 2024b; Oktaviani et
al,, 2024). Ketersediaan infrastruktur yang memadai mempercepat mobilitas barang dan jasa,
menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing wilayah, serta memperluas akses
masyarakat terhadap layanan dasar (Imsar & Zaman, 2024).. Dalam jangka panjang, kondisi
tersebut memperkuat struktur ekonomi lokal, mendorong investasi, dan menciptakan siklus
pembangunan yang berkelanjutan serta inklusif bagi masyarakat.

Salah satu komponen infrastruktur yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan
adalah infrastruktur transportasi (Rajulan et al, 2025; Sulistyo & Satyadharma, 2025)..
Transportasi berfungsi sebagai penghubung utama antara kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya
suatu wilayah (Adisasmita, 2011).

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan keterjangkauan sistem transportasi secara
langsung memengaruhi kelancaran distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, serta intensitas
interaksi sosial masyarakat. Infrastruktur transportasi yang andal mendorong terbentuknya
pusat-pusat pertumbuhan baru, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi waktu serta
biaya produksi (Simorangkir, 2022).. Dengan demikian, transportasi menjadi instrumen
strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi wilayah, dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, transportasi laut dan pelabuhan
penyeberangan memiliki peran yang sangat strategis (Muammar & Mosyofa, 2024; Rahim et al,,
2024). Pelabuhan menjadi simpul utama pergerakan orang dan barang, sekaligus penggerak
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utama pertumbuhan ekonomi wilayah (Efimova & Gapochka, 2020; Fisu et al.,, 2020; Ma et al,,
2021).

Provinsi Sulawesi Tenggara dengan karakteristik wilayah kepulauan sangat bergantung
pada keberadaan pelabuhan penyeberangan untuk menjamin konektivitas antarwilayah,
memperlancar distribusi logistik, serta mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan
ekonomi daerah (Almaliki et al., 2024; Syukriyanto, 2021).

LAUY BANDA

LAUT FLORES

Gambar 1 Peta Jaringan Pelabuhan Penyeberangan Se-Sultra
Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sultra (2024)

Pelabuhan, Kkhususnya pelabuhan penyeberangan, tidak hanya berperan sebagai
infrastruktur transportasi, tetapi juga sebagai simpul distribusi ekonomi, pusat pertumbuhan
wilayah, serta instrumen pemerataan pembangunan antarwilayah (Asriyati et al, 2023;
Satyadharma, 2024). Dalam wilayah kepulauan seperti Sulawesi Tenggara, peran pelabuhan
penyeberangan menjadi semakin strategis karena menjadi penghubung utama antara pusat-
pusat aktivitas ekonomi dan daerah hinterland (Razak & Mokodompit, 2024).

Kota Baubau memiliki posisi geografis yang sangat strategis sebagai pintu gerbang utama
Kepulauan Buton dan wilayah sekitarnya (Malim et al, 2019).. Pelabuhan penyeberangan di
Kota Baubau melayani pergerakan penumpang dan barang antarwilayah kepulauan, termasuk
konektivitas dengan Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Wakatobi, Muna, dan
wilayah lain di Sulawesi Tenggara.

Data menunjukkan bahwa Pelabuhan Penyeberangan Baubau-Waara merupakan
pelabuhan penyeberangan terpadat di Sulawesi Tenggara dengan kontribusi 37% dari total
pergerakan penumpang tahun 2023. Kondisi ini mencerminkan peran strategis pelabuhan
dalam mobilisasi masyarakat antar-pulau, yang tidak hanya memperkuat fungsi transportasi,
tetapi juga menjadi indikator kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat di Kota Baubau.
Sebagai simpul utama dalam sistem penyeberangan regional, tingginya volume penumpang ini
menunjukkan bahwa pelabuhan Baubau-Waara memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang
penting bagi hinterlandnya, serta mencerminkan tingginya mobilitas penduduk yang berkaitan
dengan aktivitas perdagangan, pendidikan, maupun layanan publik.

Kondisi ini memperlihatkan betapa strategisnya peran Pelabuhan Penyeberangan Baubau
dalam sistem transportasi regional. Namun demikian, hasil observasi awal menunjukkan bahwa
manajemen perencanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan di Kota Baubau masih
menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas pelayanan, belum optimalnya
integrasi dengan perencanaan pembangunan wilayah, serta lemahnya koordinasi antarinstansi
(Satyadharma et al., 2024).

Di sisi lain, Pemerintah Kota Baubau tengah mendorong pengembangan Pelabuhan
Murhum sebagai pelabuhan laut utama yang akan menjadi pintu gerbang ekonomi dan
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pariwisata Sulawesi Tenggara. Pengembangan Pelabuhan Murhum Baubau tercantum dalam
Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dan juga sudah
memiliki Rencana Induk Pelabuhan Murhum Baubau (RIP Baubau) yang tertuang dalam
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 696 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pelabuhan
Murhum Baubau. Dalam konsep pembangunan Pemerintah Kota Baubau, pelabuhan ini
dibangun untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan demi mendukung program jangka
panjang menjadikan Kota Baubau Pintu Gerbang Ekonomi dan Pariwisata di Sulawesi Tenggara.

Kondisi ini menuntut perencanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan di Kota
Baubau yang lebih terintegrasi, sistematis, dan berorientasi pada pemerataan pembangunan
serta penguatan ekonomi regional jika rencana dari Pemkot Baubau terealisasi sehingga
dampak dan manfaat dari Pelabuhan Penyeberangan di Kota Baubau akan dirasakan tidak
hanya di Kota Baubau namun juga di daerah sekiatr.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai desain penelitian, yaitu metode
yang berfokus pada penggambaran dan pemaknaan terhadap fenomena, data, serta pengalaman
yang diperoleh peneliti di lapangan. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kota Baubau dengan
Pelabuhan Penyeberangan Baubau sebagai objek kajian utama. Kegiatan penelitian berlangsung
selama dua bulan, terhitung sejak November-Desember 2025. Penentuan informan dilakukan
secara purposive, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu
yang dianggap relevan dengan kebutuhan penelitian. Rincian informan dalam penelitian ini
selanjutnya akan dijelaskan secara lebih mendalam.

Tabel 1 Informan Penelitian

No Nama Informan Jabatan
1 Dr. Muhamad Rajulan, ST,M.Si Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
Sulawesi Tenggara
2 Sulfiana Fitra Nang, S.Hut, MM Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Dinas

Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara
Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan
3 Boni Herya, S.Kom Baubau - Waara Dinas Perhubungan
Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber : Data Primer (2025)
C. Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Eksisting Manajemen Perencanaan Pelabuhan Penyeberangan di Kota Baubau
Kondisi perencanaan yang masih bersifat sektoral sebagaimana tergambar dalam
pengembangan pelabuhan penyeberangan di Kota Baubau menunjukkan lemahnya
koordinasi antarinstansi dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur strategis
(Faradilah et al, 2021). Pola kerja yang terfragmentasi menyebabkan setiap perangkat
daerah lebih menekankan pada pencapaian target sektoral dibandingkan kepentingan
pembangunan wilayah secara menyeluruh.

Akibatnya, pelabuhan sebagai simpul transportasi belum optimal diposisikan sebagai
bagian dari sistem pembangunan wilayah yang terintegrasi, melainkan sekadar proyek
fisik yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan kuat dengan kebijakan tata ruang, pengembangan
ekonomi daerah, dan konektivitas regional.

Ketiadaan mekanisme integrasi yang sistematis antara rencana pengembangan pelabuhan
dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, serta RTRW memperbesar
risiko terjadinya ketidaksinkronan arah pembangunan (Keban, 2019). Hal ini berdampak
pada munculnya inefisiensi pemanfaatan ruang, duplikasi program, keterbatasan dukungan
infrastruktur pendukung, serta rendahnya daya ungkit pelabuhan terhadap pertumbuhan
ekonomi wilayah.

Dalam jangka panjang, pendekatan sektoral juga berpotensi menghambat pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan karena tidak memperhitungkan keterkaitan aspek ekonomi,
sosial, lingkungan, dan kelembagaan secara holistik.
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2. Dampak Pelabuhan Penyeberangan Baubau bagi Pertumbuhan Kota Baubau dan wilayah
sekitarnya
Pelabuhan Penyeberangan Baubau memiliki peran strategis sebagai simpul konektivitas
utama yang menghubungkan Kota Baubau dengan wilayah kepulauan di sekitarnya, seperti
Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Muna (Almaliki et al., 2024).
Keberadaan pelabuhan ini memperlancar mobilitas orang, barang, dan jasa, sehingga
mendorong integrasi ekonomi antarwilayah dan memperkuat posisi Baubau sebagai pusat
pertumbuhan regional di kawasan Kepulauan Buton (Almaliki et al., 2024; Saputra et al,,
2023).

~iM [l ' ‘n‘
Gambar 2 Situasi di Pelabuhan Penyeberangan Baubau
Sumber : Dishub Sultra (2025)

Peningkatan konektivitas tersebut berdampak langsung pada efisiensi distribusi logistik,
penurunan biaya transportasi, serta stabilitas pasokan kebutuhan pokok di wilayah hinterland
(Firdausy, 2021). Dalam jangka panjang, konektivitas yang optimal juga mempercepat integrasi
ekonomi antarwilayah dan memperluas peluang investasi yang berkelanjutan (Harsono, 2024;
Jabeen & Fernandez, 2022; Tariq, 2024).

Dari sisi ekonomi perkotaan, aktivitas Pelabuhan Penyeberangan Baubau memicu
pertumbuhan sektor perdagangan, jasa transportasi, pariwisata, dan usaha mikro kecil
menengah (UMKM) (Satyadharma et al., 2024).

Munculnya aktivitas ekonomi turunan di sekitar kawasan pelabuhan, seperti jasa bongkar
muat, angkutan darat, penginapan, dan kuliner, berkontribusi terhadap peningkatan
pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja lokal (Ayhan, 2023; Deswanto et al,,
2024; Fisu et al,, 2020; Gunawan et al., 2021). Keberadaan sektor-sektor tersebut menciptakan
rantai nilai ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan, tidak hanya bagi pelaku usaha utama,
tetapi juga bagi UMKM dan sektor informal. Dinamika ini memperkuat struktur ekonomi lokal,
mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar
pelabuhan secara bertahap dan berkesinambungan.

Dalam jangka panjang, kondisi ini memperkuat struktur ekonomi Kota Baubau dan
meningkatkan daya saing wilayah sebagai kota jasa dan perdagangan. Penguatan tersebut
tercermin dari meningkatnya peran sektor tersier, khususnya transportasi, logistik, dan
pariwisata, sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Daya saing wilayah juga ditopang
oleh kemudahan akses pasar, efisiensi rantai pasok, serta meningkatnya kepercayaan investor
terhadap iklim usaha lokal (Arsal, 2025). Secara simultan, hal ini mempercepat transformasi
ekonomi daerah menuju struktur yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Selain dampak ekonomi, pelabuhan penyeberangan juga berkontribusi terhadap
pemerataan pembangunan wilayah (Dewi et al., 2023; Satyadharma et al., 2024). Keberadaan
pelabuhan membuka akses wilayah terpencil terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,
pelayanan publik, serta jaringan distribusi nasional (Raimbault, 2019). Hal ini mengurangi
kesenjangan antarwilayah, mempercepat arus mobilitas penduduk dan barang, serta
memperluas peluang sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau sekitarnya.
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Pemerataan akses tersebut mendorong inklusivitas pembangunan dan memperkuat kohesi
sosial sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan (Popova, 2020).

Aksesibilitas yang semakin baik memungkinkan masyarakat di daerah kepulauan untuk
memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan di Kota Baubau
dengan lebih mudah. Hal ini berimplikasi pada pengurangan kesenjangan pembangunan
antarwilayah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Saksono &
Utami, 2024).

Pelabuhan Penyeberangan Baubau juga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing
Kota Baubau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Sulawesi Tenggara bagian
kepulauan. Dengan semakin terhubungnya wilayah-wilayah seperti Kabupaten Buton, Buton
Selatan, Buton Tengah, dan Wakatobi, Kota Baubau berperan sebagai hub distribusi dan layanan
ekonomi regional. Kondisi ini memperkuat posisi strategis Baubau dalam sistem transportasi
nasional dan mendorong terwujudnya pemerataan pembangunan antarwilayah. Namun
demikian, besarnya peran Pelabuhan Penyeberangan Baubau belum sepenuhnya diimbangi
dengan manajemen perencanaan yang terintegrasi. Tanpa dukungan perencanaan terpadu dan
pengelolaan yang berkelanjutan, potensi pelabuhan sebagai penggerak utama pertumbuhan
kota dan ekonomi regional berisiko tidak optimal dalam jangka waktu yang panjang (Kong &
Liu, 2021).

Oleh karena itu, penguatan model manajemen perencanaan terpadu menjadi kunci untuk
memaksimalkan dampak positif pelabuhan dalam mendukung pertumbuhan Kota Baubau dan
kawasan sekitarnya secara inklusif dan berkelanjutan.

3. Model Manajemen Perencanaan Pelabuhan Penyeberangan di Kota Baubau
Model manajemen perencanaan pelabuhan penyeberangan di Kota Baubau harus dirancang
sebagai bagian integral dari strategi pembangunan wilayah kepulauan dan maritim yang
menjadi karakter utama daerah ini (Saksono, 2024). Kota Baubau memiliki posisi strategis
sebagai simpul transportasi laut di kawasan Kepulauan Buton dan jalur penghubung antara
Sulawesi Tenggara, Maluku, dan wilayah Indonesia Timur lainnya (Renyaan, 2023; Yusuf
&Idrus, 2024)

Oleh karena itu, pelabuhan penyeberangan di Baubau tidak dapat direncanakan secara

parsial, melainkan harus menjadi instrumen utama dalam memperkuat konektivitas

regional, distribusi logistik, serta pemerataan pembangunan antarwilayah kepulauan.

Dalam hal ini, model manajemen perencanaan harus menempatkan pelabuhan sebagai
pusat penggerak sistem ekonomi lokal dan regional (Rohmah, 2024). Perencanaan
pengembangan pelabuhan perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah seperti
RPJPD Kota Baubau, RPJMD, RTRW, serta rencana induk pengembangan kawasan pesisir dan
kepulauan. Sinkronisasi kebijakan ini penting agar pembangunan pelabuhan mendukung
pengembangan kawasan perdagangan, pusat logistik, pariwisata bahari, dan konektivitas antar-
pulau yang menjadi basis ekonomi Kota Baubau. Ketidaksinkronan perencanaan berpotensi
menurunkan efektivitas fungsi pelabuhan dan menghambat optimalisasi potensi wilayah pesisir
(Asfar, 2025; Dalisawintri et al.,, 2025).

Model manajemen perencanaan yang diusulkan juga menuntut penguatan koordinasi lintas
sektor, khususnya antara Dinas Perhubungan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Dinas
Pariwisata, serta instansi vertikal terkait (Marin-Gonzalez et al., 2022; Said, 2024; Vroblevska et
al, 2022). Di Kota Baubau, lemahnya integrasi antarperangkat daerah sering menyebabkan
keterlambatan pengembangan infrastruktur pendukung pelabuhan, seperti akses jalan, fasilitas
logistik, dan kawasan penunjang ekonomi (Rosyid et al., 2021). Oleh karena itu, pembentukan
forum koordinasi perencanaan pelabuhan yang bersifat permanen dan memiliki kewenangan
operasional menjadi kebutuhan mendesak (Andersen et al., 2023).

Selain aspek kelembagaan, model perencanaan harus mengedepankan pendekatan
kolaboratif dengan melibatkan pelaku usaha pelayaran, operator pelabuhan, asosiasi UMKM
pesisir, komunitas nelayan, serta masyarakat sekitar kawasan pelabuhan. Di Baubau,
keterlibatan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan karena sebagian besar aktivitas
ekonomi pesisir bergantung pada kelancaran transportasi laut (Permata et al., 2024). Partisipasi
multipihak memungkinkan penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi sosial-
ekonomi setempat dan memperkuat legitimasi kebijakan publik (Deni, 2023; Nelly, 2024).

Selanjutnya, model manajemen perencanaan pelabuhan di Kota Baubau perlu didukung
oleh sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja yang mengukur tidak hanya capaian fisik
pembangunan, tetapi juga dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan (Satyadharma et al., 2024).
Indikator keberhasilan harus mencakup peningkatan volume penumpang dan barang,
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penurunan biaya logistik antar-pulau, pertumbuhan UMKM pesisir, serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat sekitar pelabuhan (Rahim et al., 2024).

Dengan pendekatan tersebut, pelabuhan penyeberangan tidak hanya menjadi infrastruktur
transportasi, tetapi menjadi lokomotif pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berdaya
saing tinggi bagi Kota Baubau. Pelabuhan berfungsi sebagai pusat integrasi aktivitas ekonomi,
distribusi logistik, pariwisata, dan mobilitas sosial yang mempercepat pertumbuhan kawasan
pesisir dan kepulauan sekitarnya (Aeywaldy et al., 2024; Jinca & Humang, 2023). Dampak
lanjutannya terlihat pada meningkatnya investasi, berkembangnya pusat-pusat ekonomi baru,
serta terbangunnya ekosistem usaha yang mendorong transformasi ekonomi Kota Baubau
secara inklusif dan berkesinambungan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa manajemen perencanaan Pelabuhan
Penyeberangan di Kota Baubau masih menghadapi tantangan serius akibat pendekatan sektoral
dan lemahnya integrasi kebijakan lintas sektor. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas
pelabuhan sebagai instrumen pembangunan wilayah. Namun demikian, pelabuhan terbukti
memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas
regional, memperluas aktivitas ekonomi lokal, serta mempercepat pemerataan pembangunan di
kawasan kepulauan.

Oleh karena itu, diperlukan model manajemen perencanaan yang terintegrasi, kolaboratif,
dan berbasis kinerja dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Penerapan model
tersebut akan menjadikan Pelabuhan Penyeberangan Baubau tidak hanya sebagai infrastruktur
transportasi, tetapi sebagai lokomotif pembangunan wilayah yang berkelanjutan, berdaya saing,
dan inklusif bagi Kota Baubau dan wilayah sekitarnya.
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